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TENTAITG

PEMBENTTIXAT{ TIM PENILAI PEITILAIAI{ KINEzuA
PEMERINTAH KABT'PATEN/I(OTA DALAIU PELAKSAI{AAN AI(SI

KOIIVERGEtrSI PENURUNAN S?UITTTilG DI PROVIilSI LAIIPUI{G TAHIIIT 2023

GUBERNUR LAMPUIIG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan
stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2021 tentan_g Percepatan Penurunan Sfunting, Pemerintah
Provinsi Lampung berkewajiban melaksanakan penilaian
kinerja pada l5 (lima belas) Kabupaten/ Kota dalam
pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan
Stunting;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2O2l tentang Percepatan Penurunan
Stunting, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi
melakukan peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Percepatan
Penurunan Stunting;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat
beg'alan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu
dibentuk Tim Penilai Penilaian Kineria Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi (gnvg1gensi
Penurunan Shtnting di Provinsi Lampung Tahun 2023, darr
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur la.mpung;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomoi 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dicabui sebagian
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang K;tab
Undang-Undang Hukum pidana;

2. Undang-Undang Nomor lg Tahun 2012 tcntang pangan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta. Kefa dan dicabut sebagian dengan Undang_Undan!
Nomor I Tahun 2023 tentang fit"U U"aLg_Undan! HukuriPidana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah 
- 
sebagaimana i"i"f, ai,rU"f, b"b;;;;kali terakhir dengan_Undan!_Unaang NomJr t fafrun Z0ZZ

lentang Hubungaa Keuangan ,atara" pe-.intah pusat danPemerintahan Daerah;
4. Peraturan presiden NoInoI g3 Tahun 2017 tentang KebijalanStrategis pangan dan Gizi;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024:

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2l tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017" tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Per-nbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia
Talrun 2O2l-2O24;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah
Povinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor
12 Tahun 2021;

1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44O/1959 ISJ tentang
Intervensi Penurunan Stunting Teirrtegrasi Tahun 2018;

MEMUTUSI(A.!5:

I(EPUTUSAN GUBERITUR TEIYTAITG PEMBENTI'XAIY TIM
PEITILAI PEI{ILAIAIY KINER^'A PEMERII|TNI
KABUPATEI{/KOTA DALA.M PELAI(SANAAN AI<SI
KOITVERGENSI PEI{T'RT'NAN STUII?I,rc DI PRO\IrSI
LAJtrPT'ITG TAHUN 2023.
Membentuk Tim Penilai Penilaian Kinerja pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi
Penurunan Stunting Provinsi l^ampung Tahun 2023, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam La.mpiran
Keputu san ini.
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi kelengkapan dokumen g (delapan) aksi

konvergensi penurunan stunting yang diunggah oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota melalui web monitoring
www.aksi. bangda. kemendagri. go. id ;

b. melakukan penilaian awal terhadap hasil reviu dokumen
yang telah diunggah melalui web monitoring aJ<si bangda;



KETIGA

KEEMPAT
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c. melakukan penilaian berdasarkan penilaian awal dan
memperhatikan paparan 8 (delapan) aksi konvergensi
penurunan stunting Kabupaten/Kota yang dinilai serta data
pendukung pada forum penilaian;

d. membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi
daerah terbaik;

e. menetapkan usulan daerah terbaik; dan
f. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi L,ampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
dengan kode rekening 5.01.03.01.
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini al<an diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERI{UR LAMPUITG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Forkopimda Provinsi Impung;
2. Inspeldur Provinsi Lampung di Bandar lampung;
3. Kepala Biro Hukum Selcetariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Tglukbe_tung
7- J - 2023

KELIMA
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LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG
NOMOR I Gl
TANGGAL :

fi?tvr.ortuK/2023
/' -f - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENILIUAN ISNERJA PEMERINTAH
KABUPATEIT/KOTA DALAJTI PELAKSANAAN AJ(SI KONVERGENSI

PEIYURUITIAN S?ulYTfl\'G DI PROVIilSI LAMPUNG TAIIUN 2023

L Pembina 1. Gubemur Lampung

2. Wakil Gubernur Lampung

II. Tim Penilai

Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangu.nan
Daerah Provinsi Lampung
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung

2. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Lampung

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

4. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya
Masyarakat, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi
Lampung

5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi
Lampung

6. Dr.dr. Fitria Saftarina, M.Sc., Sp.KKLP
(Dosen Fakultas Kedokteran Universitas
Lampung)

7. I.olita Sari, SKM., MKes (Pengurus Daerah
Perkumpulan Promotor dan Pendidik
Kesehatan Masyarakat Indonesia)

8. Febrilia Ekawati, S.P (Yayasan Konservasi
Way Seputih)

9. Perwalilan Forum Corporate Social
Responsibilifu Provinsi Lampung

Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

ARII{AI DJUNAIDI

-W


